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Judul   : Laporan Praktik Kerja Lapangan pada Direktorat Jenderal 

  Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber  

  Daya Mineral 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan kurang lebih 40 hari kerja pada 

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral, di Sub Bagian Akuntansi. Selama pelaksanaan PKL, praktikan 

melaksanakan tugas – tugas seperti melakukan jurnal transaksi pendapatan, 

melakukan rekonsiliasi terhadap surat pemberitahuan kurang bayar iuran tetap 

dengan surat tagih dari berbagai perusahaan, meng-input keterangan piutang bulan 

Mei 2018 dari sistem SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online), dan 

merekapitulasi data mutasi kurang triwulan 1 tahun 2018 dari Laporan Piutang 

PNBP dan laporan gabungan SIMPONI. Setelah melaksanakan PKL, praktikan 

mendapatkan banyak ilmu serta wawasan mengenai akuntansi pemerintahan. 

 

Kata Kunci  : PKL, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

Laju perkembangan teknologi dan informasi saat ini menuntut setiap 

orang untuk dapat mengikuti perkembangan zaman. Laju perkembangan 

teknologi dan informasi sangat mempengaruhi dalam segala bidang terutama 

dalam perekonomian. Ditambah lagi saat ini Indonesia tengah berada pada era 

Revolusi Industri 4.0, dimana diketahui sebagai perubahan cara kerja yang 

menitikberatkan pada pengelolaan data, sistem kerja industri melalui 

kemajuan teknologi, komunikasi dan peningkatan efisiensi kerja yang 

berkaitan dengan interaksi manusia. Hal ini menuntut sumber daya manusia 

untuk lebih unggul dari kecanggihan teknologi robot dan mesin. 

Indonesia dalam mempersiapkan sumber daya manusia menghadapi 

tantangan. Yakni, masih banyaknya pengangguran terbuka sekitar 7 juta 

orang. Selain itu, pekerja tidak memiliki skills yang memadai sejumlah 42 

persen. Menurut Bank Dunia, pasar kerja membutuhkan kombinasi 

berbagai skills yang berbeda agar dapat bertahan menghadapi pesaing. 

Kualifikasi utama yang dibutuhkan pekerja diantaranya, kebiasaan positif 

dalam bekerja, komunikasi, teknik, menulis, dan kerja tim. 

 

1 



2 

 

Perguruan Tinggi merupakan lembaga formal yang diharapkan dapat 

melahirkan tenaga kerja kompeten yang siap menghadapi industri kerja yang 

kian berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Keahlian kerja, 

kemampuan beradaptasi dan pola pikir yang dinamis menjadi tantangan bagi 

sumber daya manusia, di mana selayaknya dapat diperoleh saat mengenyam 

pendidikan formal di Perguruan Tinggi. 

Universitas Negeri Jakarta sebagai lembaga penyelenggara pendidikan 

tinggi terus menerus berusaha mewujudkan pembangunan sumber daya 

manusia yang memiliki kemampuan hard skill dan soft skill tersebut, begitu 

pula dengan Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta (FE UNJ) yang terus menerus berinovasi dalam mengadakan 

program-program yang mampu meningkatkan keterampilan dan kompetensi 

mahasiswanya sebelum memasuki dunia kerja. Salah satu persiapan dalam 

menghasilkan lulusan yang mampu beradaptasi dengan Revolusi Industri 4.0 

adalah dengan diadakannya program Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi 

Mahasiswa Program Studi D3 Akuntansi FE UNJ sebagai salah satu mata 

kuliah yang wajib ditempuh. 

Praktikan sebagai mahasiswa D3 Akuntansi FE UNJ berkewajiban 

mengikuti Praktik Kerja Lapangan. Praktik Kerja Lapangan merupakan 

bagian kurikulum wajib dengan bobot 2 SKS dan salah satu persyaratan 

mendapatkan gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta. Menurut Pedoman Penulisan Prakik Kerja Lapangan, salah satu 

tujuan diadakannya kegiatan  ini adalah memberikan kompetensi bagi 
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mahasiswa untuk dapat lebih mengenal, mengetahui, dan berlatih 

menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja, serta mampu menjadi pribadi 

yang adaptif dalam mengimplementasikan ilmu akuntansi yang telah 

dipelarinya selama perkuliahan. 

Praktikan memilih Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagai 

tempat melaksanakan kegiatan PKL karena Praktikan tertarik untuk 

mempelajari akuntansi pemerintahan khususnya pada sektor pertambangan. 

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara merupakan unsur pelaksana pada 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, serta 

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan 

batubara. 

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Berdasarkan latar belakang pelaksanaan PKL diatas, maka 

pelaksanaan PKL dimaksudkan untuk: 

1. Untuk menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan dan 

persyaratan kelulusan program D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 

2. Melakukan praktik kerja yang sesuai dengan bidang pendidikannya. 

3. Mempelajari lebih dalam terkait praktik mata kuliah akuntansi langsung 

di dunia pekerjaan. 

4. Mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja agar dapat 

berinteraksi, bekerjasama, dan menyesuaikan diri dalam dunia pekerjaan. 
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Sedangkan tujuan diadakannya Praktik Kerja Lapangan, yaitu : 

1. Memperoleh wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang studi 

akuntansi. 

2. Memperoleh pengembangan diri mengenai sikap disiplin, jujur, 

bertanggung jawab, mandiri, kreatif, dan inisiatif dalam dunia 

pekerjaan. 

3. Memperoleh sikap menjadi sosok yang kuat secara mental dan tidak 

mudah menyerah untuk menjadi tenaga kerja yang professional. 

4. Menyiapkan diri untuk menjadi sumber daya manusia berkualitas yang      

memiliki pengetahuan, keterampilan, serta keahlian yang sesuai dengan 

perkembangan zaman. 

 

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Program PKL ini memiliki manfaat yang cukup banyak baik bagi 

praktikan, universitas maupun pihak perusahaan yang menjadi tempat praktik. 

1. Bagi Praktikan 

a. Dapat terpenuhinya mata kuliah praktik kerja lapangan. 

b. Menambah wawasan dunia kerja khususnya dalam bidang akuntansi 

pemerintahan sehingga memiliki keterampilan sesuai dengan tuntunan 

yanga ada di dunia kerja. 

c. Melatih mental, rasa tanggung jawab serta kemampuan bersikap kritis 

terhadap kondisi-kondisi tertentu dalam bidang dunia kerja. 

d. Menumbuhkan rasa tanggung jawab didalam diri mahasiswa terhadap 

pekerjaan. 
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e. Mengasah serta mengembangkan keahlian maupun softskill dalam 

berkomunikasi di dunia kerja. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Terbangunnya hubungan yang baik dalam hal kerjasama untuk proses 

magang bagi mahasiswa dan perekrutan lulusan karyawan antara 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan Direktorat 

Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral. 

b. Sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam menyempurnakan 

kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 

c. Sebagai suatu proses dalam mempersiapkan lulusan yang kompeten 

untuk dapat bersaing di dunia kerja. 

d. Dapat memberikan gambaran secara nyata kepada mahasiswa dalam 

menghadapi dunia kerja. 

3. Bagi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 

a. Menjalin hubungan kerjasama kepada Universitas Negeri Jakarta 

sebagai salah satu penyedia tenaga kerja terdidik. 

b. Dengan adanya mahasiswa yang melakukan PKL sangat membantu 

pekerjaan operasional karyawan. 

c. Dapat saling bertukar wawasan antara praktikan, perusahaan mengenai 

informasi terbaru dalam bidang akuntansi pemerintahan baik teori 

maupun praktik secara langsung di dunia kerja. 
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d. Membantu mempersiapkan SDM yang berkualitas yang dibutuhkan 

perusahaan. 

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Direktorat 

Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral. Praktikan ditempatkan di Sub Bagian Akuntansi. 

Berikut ini merupakan informasi data perusahaan  tempat pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan: 

Nama Instansi : Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

Alamat : Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH No.10 Jakarta Selatan 

No. Telp : (021) 8295608 

Faksimile : (021) 8297642 

E-mail : djmb@minerba.esdm.go.id 

Website : www.minerba.esdm.go.id  

Alasan praktikan memilih melaksanakan PKL di Direktorat Jenderal 

Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu 

karena ingin mengetahui lebih dalam mengenai akuntansi pemerintahan dan 

kebijakan akuntansi yang diterapkan di Direktorat Jenderal Mineral dan 

Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 

mailto:djmb@minerba.esdm.go.id
http://www.minerba.esdm.go.id/
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E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, 

dilaksanakan mulai tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018. 

Berikut adalah rincian tahapan pelaksanaan PKL: 

1. Tahap Persiapan 

 Pada tahap persiapan, praktikan menyiapkan administrasi dalam 

mengurus surat permohonan PKL di Biro Akademik, Kesekertariatan dan 

Hubungan Masyarakat (BAKHUM) yang ditujukan kepada Direktorat 

Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral. Setelah surat permohonan dibuat, praktikan menuju Direktorat 

Jenderal Mineral dan Batubara untuk mengajukan surat permohonan PKL 

pada Kamis, 28 Juni 2018 dan Praktikan mendapatkan izin untuk 

melakukan Praktik Kerja Lapangan pada tanggal 2 Juli 2018. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

 Praktikan melaksanakan PKL ini dimulai pada hari Senin, 2 Juli 

2018 sampai dengan Jumat, 31 Agustus 2018. Kegiatan PKL dilaksanakan 

setiap hari kerja dimulai pada pukul 07.30 WIB s.d pukul 16.00 WIB dan 

waktu istirahat dari pukul 12.00 WIB s.d pukul 13.00 WIB. Sedangkan 

pada hari Jumat dimulai pada pukul 08.00 WIB s.d pukul 16.30 WIB. 

3. Tahap Pelaporan 

 Pada tahap pelaporan ini praktikan menyusun laporan atas kegiatan 

PKL untuk menyelesaikan mata kuliah PKL dan merupakan syarat yang 
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harus dipenuhi oleh mahasiswa Program Studi D3 Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Praktikan mempersiapkan 

penyusunan laporan ini pada akhir bulan September sampai dengan awal 

November 2018. Dalam proses penyusunan laporan PKL ini, praktikan 

memperoleh data-data yang dibutuhkan pada saat praktikan melakukan 

PKL dan melengkapi seluruh data tersebut untuk diolah dan diserahkan 

sebagai laporan Praktik Kerja Lapangan. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

A. Sejarah Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM 

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara merupakan unsur pelaksana 

pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral Republik Indonesia. 

Lembaga pertama yang menangani Pertambangan di Indonesia adalah 

Jawatan Tambang dan Geologi yang dibentuk pada tanggal 11 September 

1945. Jawatan ini semula bernama Chisitsu Chosajo, bernaung di bawah 

Kementerian Kemakmuran. Jawatan Tambang dan Geologi yang pada saat itu 

berada di Kementerian Perindustrian, berdasarkan SK Menteri Perekonomian 

No. 2360a/M Tahun 1952, diubah menjadi Direktorat Pertambangan yang 

terdiri atas Pusat Jawatan Pertambangan dan Pusat Jawatan Geologi. 

Berdasarkan Keppres No.131 Tahun 1957, Kementerian 

Perekonomian dipecah menjadi Kementerian Perdagangan dan Kementerian 

Perindustrian. Berdasarkan SK Menteri Perindustrian No. 4247 a/M tahun 

1957, pusat-pusat dibawah Direktorat Pertambangan berubah menjadi 

Jawatan Pertambangan dan Jawatan Geologi. 

Tahun 1959, Kementerian Perindustrian dipecah menjadi Departemen 

Perindustrian Dasar/Pertambangan dan Departemen Perindustrian Rakyat 
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dimana bidang pertambangan minyak dan gas bumi berada dibawah 

Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan. Lalu pemerintah 

membentuk Biro Minyak dan Gas Bumi yang berada dibawah Departemen 

Perindustrian Dasar dan Pertambangan tahun 1961. Jawatan Geologi dan 

Jawatan Pertambangan tahun 1962 diubah menjadi Direktorat Geologi dan 

Direktorat Pertambangan. 

Pada tahun 1963, Biro Minyak dan Gas Bumi diubah menjadi 

Direktorat Minyak dan Gas Bumi yang berada dibawah kewenangan 

Pembantu Menteri Urusan Pertambangan dan Perusahaan-perusahaan 

Tambang Negara. 

Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan dipecah menjadi tiga 

departemen yaitu Departemen Perindustrian Dasar, Departemen 

Pertambangan dan Departemen Urusan Minyak dan Gas Bumi. Pada tanggal 

11 Juni 1965, Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi menetapkan berdirinya 

Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas). 

Departemen Urusan Minyak dan Gas Bumi dilebur menjadi 

Kementerian Pertambangan, dan Migas yang membawahi Departemen 

Minyak dan Gas Bumi di tahun 1966. Di tahun yang sama dalam Kabinet 

Ampera, Departemen Minyak dan Gas Bumi, dan Departemen Pertambangan 

dilebur menjadi Departemen Pertambangan. Tahun 1978, Departemen 

Pertambangan berubah menjadi Departemen Pertambangan dan Energi. 

Kemudian pada tahun 2000, Departemen Pertambangan, dan Energi berubah 

menjadi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Dan sesuai Perpres 
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47/2009, nama 'Departemen' diubah menjadi 'Kementerian' sehingga menjadi 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Pada awal tahun 2011 terdapat perubahan organisasi di Kementerian 

Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Direktorat Jenderal Mineral, 

Batubara, dan Panas Bumi (Ditjen Minerbapabum)  telah menjadi Direktorat 

Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba). 

B. Penghargaan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 

Penyerahan Penghargaan Prestasi Pengelolaan Pertambangan Mineral 

dan Batubara  yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan 

Batubara pertama kali diadakan pada tahun 1992 dengan fokus pada 

Pengelolaan Keselamatan Pertambangan, lalu pada tahun 2004 ditambah 

dengan penghargaan pada Pengelolaan Lingkungan Pertambangan. Di tahun 

2018, terdapat penghargaan baru yakni pada Pengelolaan Usaha Jasa 

Pertambangan. Hal ini guna memberikan motivasi dan apresiasi kepada 

perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang mampu melaksanakan 

pengelolaan keselamatan dan perlindungan lingkungan pertambangan dengan 

baik. 

Berikut daftar Penghargaan Prestasi Pengelolaan Pertambangan Mineral dan 

Batubara. 

1.1. Penghargaan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Mineral dan 

Batubara Tahun 2018 
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a. Kelompok Pemegang Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya 

Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dan IUP Khusus 

b. Kelompok Perusahaan Pertambangan Pemegang Izin Usaha 

Pertambangan (IUP) dan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan 

dan/atau Pemurnian 

c. Kelompok Perusahaan Jasa Pertambangan 

1.2. Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Mineral dan Batubara Tahun 2018 

a. Kelompok Pemegang Kontrak Karya (KK) 

b. Kelompok Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan 

Batubara (PKP2B) 

c.  Kelompok Izin Usaha Pertambangan 

1.3.Penghargaan Pengelolaan Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara 

Tahun 2018 

a. Kategori Audit, Pemeriksaan, dan Pengujian Teknis 

b. Kategori Inovasi dan Peningkatan Kinerja 

c. Kategori IUP Pembina Perusahaan Jasa 

d. Kategori Konstruksi Pertambangan 

e. Kategori OB Removal 

f. Kategori Peledakan 

g. Kategori Pengangkutan 

h. Kategori Pengembangan Produk Lokal 

i. Kategori Penanggung Jawab Operasional (PJO) Terbaik 
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C. Profil Perusahaan 

Profil perusahaan yang akan dijelaskan yaitu terkait dengan visi, misi, 

tugas, fungsi, dan program kerja dari Direktorat Jenderal Mineral dan 

Batubara.  

1. Visi 

Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi batubara, peningkatan 

nilai tambah mineral yang berwawasan lingkungan untuk memberikan 

manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. 

2. Misi 

a. Meningkatkan keamanan pasokan mineral dan batubara dalam negeri. 

b. Mendorong keekonomian harga batubara untuk pengembangan energi 

batubara. 

c. Mendorong peningkatan kemampuan dalam negeri dalam pengelolaan 

mineral dan batubara. 

d. Meningkatkan nilai tambah mineral. 

e. Meningkatkan pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan 

pengendalian kegiatan pertambangan secara berdaya guna, berhasil 

guna, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 

3. Tugas 

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan 

batubara. 
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4. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal 

Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan 

pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, 

lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta 

pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan 

batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan 

pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, 

lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta 

pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan 

batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, 

keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana 

dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan 

Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, 

keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana 

dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan 
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Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, 

pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, 

keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan 

prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 

5. Program Kerja 

a. Tujuan 

Tujuan strategis Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang 

terdapat dalam Rencana Strategis Ditjen Minerba Tahun 2010 - 2014, 

antara lain : 

2. Terjaminnya pasokan batubara dan mineral untuk bahan baku 

domestik. 

3. Terlaksananya peningkatan investasi sub sektor minerba. 

4. Terlaksananya peran penting sub sektor minerba dalam 

penerimaan negara. 

5. Terlaksananya peningkatan peran sub sektor minerba dalam 

pembangunan daerah. 

6. Terlaksananya peningkatan efek berantai/ketenagakerjaan. 
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b. Sasaran 

Tujuan-tujuan strategis di atas selanjutnya dijabarkan dalam sasaran-

sasaran berikut ini : 

2. Meningkatnya kemampuan pasokan energi untuk domestik. 

3. Meningkatnya investasi sub sektor pertambangan umum (mineral 

dan batubara). 

4. Terwujudnya peran subsektor pertambangan umum (mineral dan 

batubara). 

5. Terwujudnya peningkatan peran subsektor pertambangan umum 

dalam pembangunan daerah. 

6. Peningkatan industri jasa dan industri yang berbahan baku dari 

sub sektor pertambangan umum. 

7. Terwujudnya pemberdayaan nasional. 

8. Terwujudnya penyerapan tenaga kerja. 

9. Terlaksananya kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang 

memenuhi persyaratan lingkungan. 

10. Terlaksananya kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang 

memenuhi persyaratan keselamatan. 

D. Struktur Organisasi 

Sebuah organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari dua orang atau 

lebih yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan. Direktorat Jenderal 

Mineral dan Batubara dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal (Ir. Bambang 
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Gatot Ariyono, M.M). Struktur umum organisasi Direktorat Jenderal Mineral 

dan Batubara terdapat pada Lampiran 1. 

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terdiri atas : 

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 

2. Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara 

3. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral 

4. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara 

5. Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara 

6. Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara 

Dari bagian – bagian Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 

tersebut, masing – masing mempunyai tugas sebagai berikut. 

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 

Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai 

tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan 

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di 

lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. 

2. Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara 

Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara mempunyai 

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembangunan sarana dan 

prasarana tertentu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi 

dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan 

program mineral dan batubara. 
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3. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral 

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di 

bidang pembinaan pengusahaan mineral. 

4. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara 

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di 

bidang pembinaan pengusahaan batubara. 

5. Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara 

Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di 

bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengelolaan 

informasi penerimaan mineral dan batubara. 

6. Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara 

Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara 

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan 
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teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan 

pengawasan di bidang standardisasi dan usaha jasa, pengawasan teknik, 

keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan, dan konservasi 

mineral dan batubara. 

 

Praktikan melaksanakan kegiatan PKL pada Sub Bagian Akuntansi 

yang berada di Bagian Keuangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal 

Mineral dan Batubara. Struktur kedudukan Sub Bagian Akuntansi dalam 

organisasi pada bagian Gambar II.1 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.1 Struktur Kedudukan Sub Bagian Akuntansi  

Sumber: Arsip Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 
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Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terdiri atas : 

1. Bagian Rencana dan Laporan 

2. Bagian Keuangan 

3. Bagian Hukum 

4. Bagian Umum, Kepegawaian, dan Organisasi 

Tugas dari masing – masing bagian pada Sekretariat Direktorat 

Jenderal Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut. 

1. Bagian Rencana dan Laporan 

Bagian Rencana dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, 

pengelolaan kerja sama, penyusunan laporan akuntabilitas, dan evaluasi 

kinerja, serta pengelolaan sistem informasi. 

2. Bagian Keuangan 

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

urusan perbendaharaan, barang milik negara, dan akuntansi. 

3. Bagian Hukum 

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

koordinasi dan perancangan peraturan perundang-undangan, informasi 

hukum, dan pemberian pertimbangan hukum, serta urusan hubungan 

masyarakat. 

4. Bagian Umum, Kepegawaian, dan Organisasi 

Bagian Umum, Kepegawaian, dan Organisasi mempunyai tugas 

melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, 
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pengelolaan kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan 

manajemen perubahan. 

Pada Bagian Keuangan terdiri atas : 

1. Sub Bagian Perbendaharaan 

Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan 

perbendaharaan. 

2. Sub Bagian Kekayaan Negara 

Sub Bagian Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan 

administrasi barang milik negara. 

3. Sub Bagian Akuntansi 

Sub Bagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan 

penyusunan laporan keuangan. 

Tugas dan fungsi Bagian Keuangan  

a. Tugas 

Melaksanakan pengelolaan urusan perbendaharaan, Barang Milik Negara 

(BMN), dan akuntansi. 

b. Fungsi 

1. Pelaksanaan urusan perbendaharaan. 

2. Pengelolaan administrasi Barang Milik Negara. 

3. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. 
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Tugas dan fungsi Sub Bagian Akuntansi 

a. Tugas 

Melakukan urusan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan 

b. Fungsi 

Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan 

E. Kegiatan Umum Perusahaan 

1. Kegiatan Operasional Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 

Kegiatan umum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 

berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 menimbang 

bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang 

merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan 

gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan 

nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan 

pembangunan daerah secara berkelanjutan. 

Bagi perusahaan yang ingin membuat usaha pertambangan harus 

melakukan perizinan terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Mineral dan 

Batubara yang dinamakan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Hal ini 

berfungsi untuk terjaminnya pasokan batubara dan mineral untuk bahan 

baku domestik. Selain akan menjaga sumber daya alam khususnya 

mineral dan batubara juga akan menghasilkan terlaksananya peran 

penting sub sektor mineral dan batubara dalam penerimaan Negara. 
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2. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan 

batubara. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat 

Jenderal Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan 

pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, 

lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta 

pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan 

batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan 

pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, 

lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta 

pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan 

batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, 

keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana 

dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan 

Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 



24 

 

d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, 

keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana 

dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan 

Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, 

pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, 

keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan 

prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan 

Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 

 

3. Program Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan Kementerian ESDM melalui 

pencapaian tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 

maka telah ditetapkan Program Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 

dengan nomenklatur: ”Pengelolaan Pertambangan Mineral dan 

Batubara”. 

Program Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara 

diuraikan menjadi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit di 
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lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan perincian 

sebagai berikut: 

a. Kegiatan penyusunan kebijakan program dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan di bidang mineral dan batubara yang bertujuan untuk 

menyusun kebijakan dalam pengelolaan dan pengusahaan 

pertambangan di Indonesia. 

b. Kegiatan pembinaan keteknikan lindungan lingkungan dan usaha 

penunjang mineral dan batubara yang bertujuan untuk pengaturan 

sisi teknis dan lingkungan pelaksanaan pertambangan sehingga 

sesuai dengan ketentuan teknik pertambangan, standarisasi yang 

telah ditentukan, memenuhi persyaratan lingkungan dan keselamatan 

kerja dan persyaratan usaha penunjang pertambangan. 

c. Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 

pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang bertujuan untuk 

memberikan pelayanan dan fasilitasi pekerjaan di Direktorat Jenderal 

Mineral dan Batubara. 

d. Kegiatan pembinaan dan pengusahaan mineral yang bertujuan untuk 

memberikan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi kepada para pelaku 

usaha pertambangan mineral sehingga memaksimalkan manfaat 

kegiatan pertambangan mineral bagi masyarakat dengan 

pengusahaan sesuai regulasi. 
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e. Kegiatan pembinaan dan pengusahaan batubara yang bertujuan 

untuk memberikan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi kepada para 

pelaku usaha pertambangan batubara sehingga memaksimalkan 

manfaat kegiatan pertambangan batubara bagi masyarakat dengan 

pengusahaan pertambangan batubara sesuai regulasi. 

  



27 

 

BAB III 

PELAKSANAAN PKL 

 

A. Bidang Kerja 

Pada saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu dalam 

waktu ± 40 (empat puluh) hari di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 

praktikan ditempatkan pada Sub Bagian Akuntansi. Praktikan bertugas untuk 

membantu pegawai di Sub Bagian Akuntansi untuk melakukan pekerjaan 

yang berhubungan dengan piutang menggunakan aplikasi SIMPONI (Sistem 

Informasi PNBP Online). SIMPONI merupakan sistem billing yang dikelola 

oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk memfasilitasi pembayaran 

atau penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan 

non anggaran. 

Di dalam Sub Bagian Akuntansi terdapat satu Kepala Sub Bagian dan 

dibantu 3 orang sebagai stafnya serta dibantu oleh tim khusus dalam 

penyusunan laporan keuangan. Rincian pekerjaan yang praktikan lakukan 

selama proses kegiatan PKL adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan jurnal transaksi pendapatan. 

2. Melakukan rekonsiliasi terhadap surat pemberitahuan kurang bayar iuran 

tetap dengan surat tagih dari berbagai perusahaan. 

3. Meng-input keterangan piutang bulan Mei 2018 dari sistem SIMPONI 

(Sistem Informasi PNBP Online). 
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4. Mencocokkan dan merekapitulasi data mutasi kurang triwulan 1 tahun 

2018 dari Laporan Piutang PNBP dan laporan gabungan SIMPONI. 

 

B. Pelaksanaan Kerja 

Saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktikan 

melakukan beberapa kegiatan yang dapat membantu pekerjaan staf di Sub 

Bagian Akuntansi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Praktikan 

melaksanakan kegiatan PKL selama 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal 2 

Juli 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018. Kegiatan ini dilaksanakan setiap 

hari kerja dimulai pada pukul 07.30 WIB s.d pukul 16.00 WIB dan waktu 

istirahat dari pukul 12.00 WIB s.d pukul 13.00 WIB. Sedangkan pada hari 

Jumat dimulai pada pukul 08.00 WIB s.d pukul 16.30 WIB. 

Berikut penjelasan mengenai tugas-tugas yang dikerjakan praktikan 

selama melaksanakan PKL di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. 

1. Melakukan jurnal transaksi pendapatan 

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 23 

Pendapatan), pendapatan diartikan sebagai arus masuk bruto dari manfaat 

ekonomi yang timbul akibat aktivitas normal perusahaan selama suatu 

periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang 

tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Di lingkungan akuntansi 

pemerintahan di Indonesia, pendapatan merupakan penerimaan oleh 

bendahara umum negara/daerah atau oleh entitas pemerintahan lainnya 

yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang 
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bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar 

kembali oleh pemerintah.  

Pendapatan utama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 

berasal dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Alur penerimaan 

PNBP Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara diawali dengan 

perusahaan mengakses aplikasi SIMPONI untuk melakukan perekaman 

data setoran yang harus dibayarkan. Kemudian SIMPONI akan 

menerbitkan kode billing yang digunakan untuk proses pembayaran 

tagihan melalui teller bank, ATM, EDC, dan internet banking. Jika 

pembayaran telah dilakukan, perusahaan akan menerima Bukti 

Penerimaan Negara (bukti setor) dengan teraan NTPN dan NTB/NTP. 

Dengan terbitnya bukti penerimaan tersebut menandakan bahwa negara 

telah mendapatkan PNBP. Ditjen Minerba dapat menggunakan PNBP 

setelah PNBP disetor ke kas negara berdasarkan konfirmasi dari KPPN. 

Besarnya pencairan dana PNBP secara keseluruhan tidak boleh melampaui 

pagu PNBP Satker yang bersangkutan dalam DIPA. Pagu merupakan 

alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah 

pusat dan/atau pembiayaan anggaran dalam APBN. Dalam hal realisasi 

PNBP melampaui target dalam DIPA, penambahan pagu dalam DIPA 

dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q Direktur 

Jenderal Anggaran. Alur proses pembayaran melalui MPN G2 (SIMPONI) 

dapat dilihat pada Gambar III.1 
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PNBP dari sektor pertambangan dibagi menjadi Iuran Tetap, Iuran 

Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti), dan Penjualan Hasil Tambang (PHT). 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 

Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, iuran tetap adalah iuran yang 

diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, 

Eksplorasi atau Eksploitasi pada suatu wilayah kerja. Sesuai PP No. 9 

Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, 

tarif iuran tetap yang dikenakan kepada pemegang IUP sebesar US$ 2-4 

per Ha/tahun, sedangkan untuk pemegang kontrak karya (KK) dan 

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) 

dikenakan tarif iuran tetap sesuai perjanjian yang telah disepakati. 

Iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalti) menurut PP No. 55 Tahun 

2005 adalah iuran produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas 

hasil dari kesempatan eksplorasi/eksploitasi. Royalti merupakan bentuk 

pembayaran kepada pemerintah atas upaya-upaya yang dilakukan untuk 

mengusahakan sumber daya mineral, sebagai konpensasi pemberian hak 

pengusahaan untuk menambang. Sistem penghitungan royalti di Indonesia 

dengan cara ad valorem royalti yang berarti pungutan royalti yang 

didasarkan atas nilai bahan tambang yang diekploitasi/dijual menggunakan 

besaran royalti yang dikenakan kepada perusahaan juga diatur didalam PP 

No. 9 tahun 2012. 
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Penjualan hasil tambang merupakan kegiatan penjualan barang-

barang hasil pertambangan seperti batubara, mineral, minyak dan gas 

bumi. Dari PHT tersebut, perusahaan pertambangan harus menyetorkan 

PHT kepada negara. Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 13 

Tahun 2016, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara memiliki fungsi 

pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara. 

Kemudian PHT dihitung berdasarkan setoran Dana Hasil Penjualan 

Batubara (DHPB) sebesar 13,5% dikurangi dengan royalti. DHPB 13,5% 

merupakan kewajiban bagi pemegang PKP2B. 

Melakukan jurnal transaksi pendapatan dilakukan dengan cara 

memberikan kode akun Pendapatan Iuran Tetap pada Piutang PNBP sesuai 

dengan bukti setor yang ada. 

Langkah – langkah melalukan jurnal transaksi pendapatan adalah sebagai 

berikut (Lampiran 5). 

       

Gambar III.2 Bagan Alur Jurnal Transaksi Pendapatan 

a. Praktikan diberikan data Jurnal dalam bentuk Ms. Excel dan Surat 

Tagih dari berbagai perusahaan. 
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b. Pada file Jurnal terdapat kolom uraian jurnal, akun debit dan kredit, 

tanggal bayar, nama perusahaan dan lain sebagainya. 

Contoh file Jurnal dapat dilihat pada Gambar III.3. 

c. Praktikan menulis kode akun dengan cara melihat nama perusahaan 

yang sudah tercantum di jurnal dan cari surat tagih berdasarkan nama 

perusahaan dan jumlah setor yang sesuai. 

Contoh surat tagih dapat dilihat pada Gambar III.4. 

d. Salah satu  untuk melakukan jurnal adalah melihat nama perusahaan 

dari PT. Damanka Prima. Nama perusahaan tersebut dicari surat 

tagihnya, pada data detail pembayaran terdapat nomor akun beserta 

keterangan seperti 421321 – Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan 

Mineral dan Batubara – Eksplorasi. 

e. Cantumkan kode akun tersebut di bagian debit, lalu lakukan hal 

tersebut sesuai banyaknya data untuk di jurnal. 

 

2. Melakukan rekonsiliasi terhadap surat pemberitahuan kurang bayar 

iuran tetap dengan surat tagih dari berbagai perusahaan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rekonsiliasi 

adalah penetapan pos-pos yang diperlukan untuk mencocokkan saldo 

masing-masing dari dua akun atau lebih yang mempunyai hubungan satu 

dengan lainnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencocokkan saldo 

kurang bayar iuran tetap dengan surat tagih atau bukti setor dari berbagai 

perusahaan. 
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Langkah – langkah melakukan rekonsiliasi terhadap surat pemberitahuan 

kurang bayar iuran tetap dengan surat tagih dari berbagai perusahaan 

adalah sebagai berikut (Lampiran 6). 

 

Gambar III.5 Bagan Alur Rekonsiliasi dengan Surat Tagih 

a. Praktikan diberi data surat tagih/bukti setor dari berbagai perusahaan 

dan diberi file Ms. Excel Rekap Pencatatan Surat Tagih 2018 yang 

berisikan beberapa perusahaan dengan kolom saldo iuran tetap. 

Contoh file Rekap Pencatatan Surat Tagih 2018 dapat dilihat pada 

Gambar III.6. 

b. Merekonsiliasi dengan surat tagih perusahaan. 

Contoh surat tagih dapat dilihat pada Gambar III.7. 

c. Memeriksa dan meneliti apakah sudah sesuai dengan surat tagih atau 

tidak (kurang bayar atau lebih bayar). 

d. Tandai dan catat jika ada data yang tidak sesuai dengan surat tagih. 
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3. Meng-input Keterangan Piutang Bulan Mei 2018 dari Sistem 

SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online) 

SIMPONI merupakan sistem billing yang dikelola oleh Direktorat 

Jenderal Anggaran (DJA) untuk memfasilitasi pembayaran atau 

penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan non 

anggaran. Keberadaan aplikasi SIMPONI ini ditujukan untuk memberi 

kemudahan bagi Wajib Bayar/Wajib Setor guna membayar atau menyetor 

PNBP dan penerimaan non anggaran, serta sangat membantu Kementerian 

dan Lembaga dalam menjalankan tugas-tugasnya seperti melihat bukti 

penerimaan negara apakah perusahaan tersebut sudah membayar tagihan 

atau belum. 

PNBP menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 

1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan 

Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan 

dari pemanfaatan sumber daya alam merupakan salah satu jenis PNPB. 

Sumber daya alam adalah segala kekayaan alam yang terdapat diatas, di 

permukaan, dan di dalam bumi yang dikuasai oleh Negara. Seluruh PNPB 

wajib disetor langung secepatnya ke Kas Negara yang dikelola dalam 

sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seperti yang 

telah dijelaskan pada bagian pendapatan, PNBP dari sektor pertambangan 

dibagi menjadi Iuran Tetap, Iuran Produksi (Royalti), dan Penjualan Hasil 

Tambang (PHT). 
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Keterangan piutang berisikan penjelasan mengenai status 

pembayaran dan jenis setoran yang dibayarkan oleh Wajib Bayar/Wajib 

Setor (perusahaan pertambangan). Tujuan meng-input keterangan tersebut 

agar Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dapat mengetahui apakah 

perusahaan tersebut telah membayar tagihan dan mengetahui jenis setoran 

yang dibayarkan. 

Langkah – langkah meng-input keterangan piutang bulan Mei 2018 dari 

sistem SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online) adalah sebagai berikut 

(Lampiran 7). 

            

Gambar III.8 Bagan Alur Keterangan Piutang Bulan Mei 2018 dari 

Sistem SIMPONI 
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a. Membuka file Microsoft Excel (Ms. Excel) dengan nama ”simponi 

mei”. 

Contoh file simponi mei dapat dilihat pada Gambar III.9. 

b. Mengakses web SIMPONI melalui browser dengan link 

https://simponi.kemenkeu.go.id/ lalu melakukan login dengan 

mengisikan username dan password yang telah disediakan pegawai 

Sub Bagian Akuntansi. 

Contoh aplikasi SIMPONI dapat dilihat pada Gambar III.10. 

c. Setelah proses login dilakukan, pilih menu Billing dan klik Sda Non 

Migas, lalu klik History Billing(Non Migas). 

d. Salin satu kode billing yang terdapat di file Ms. Excel dan tempel pada 

kolom History Billing SDA Non MIGAS, lalu tekan enter untuk 

memunculkan data perusahaan. Sebagai contoh perusahaan yang 

digunakan adalah CV. Intan Karya Mandiri dengan kode billing 

820180502875452. 

Contoh tampilan History Billing SDA Non MIGAS dapat dilihat pada 

Gambar III.11. 

e. Setelah itu akan muncul Nama Wajib Bayar / Setor, Kode Billing, 

Tanggal Billing, Tanggal Bayar, NTPN, Mata Uang, Jumlah, dan 

status sudah dibayar atau belum, lalu klik cetak. 

f. Setelah klik cetak maka akan muncul Bukti Penerimaan Negara yang 

memuat data pembayaran tagihan dan detil pembayaran tagihan.  
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Contoh tampilan Bukti Penerimaan Negara dapat dilihat pada Gambar 

III.12. 

g. Data pembayaran tagihan berisi tentang kode billing, tangggal bayar, 

nama perusahaan, total setoran, status pembayaran dan lain 

sebagainya. Pada detil pembayaran tagihan berisi tentang jenis 

setoran, akun, jumlah setoran, keterangan, dan lain sebagainya. 

h. Lalu salin tulisan pada bagian Keterangan di Detil Pembayaran 

Tagihan. Pada CV. Intan Karya Mandiri keterangan tersebut 

bertuliskan Pembayaran iuran tetap Thn.2017-2018 (USD 13.946). 

Contoh file simponi mei dapat dilihat pada Gambar III.9. 

i. Tempel tulisan dari keterangan tersebut ke dalam file Ms. Excel pada 

kolom Keterangan milik CV. Intan Karya Mandiri. 

j. Lakukan hal tersebut hingga semua transaksi telah selesai dikerjakan. 

 

4. Mencocokkan dan Merekapitulasi Data Mutasi Kurang Triwulan 1 

Tahun 2018 dari Laporan Piutang PNBP dan Laporan Gabungan 

SIMPONI 

Data Mutasi adalah perpindahan sebuah informasi tertulis dalam 

bentuk catatan maupun file. Data mutasi kurang berarti perpindahan saldo 

mutasi piutang kurang bayar dari satu laporan ke laporan lain, dalam hal 

ini Laporan Piutang PNBP dan Laporan Gabungan SIMPONI. Kegiatan 

ini bertujuan untuk mencocokkan saldo piutang antar laporan apakah 

sudah sesuai atau terdapat perbedaan. 
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Langkah – langkah mencocokkan dan merekapitulasi data mutasi kurang 

triwulan 1 tahun 2018 dari Laporan Piutang PNBP dan laporan gabungan 

SIMPONI adalah sebagai berikut (Lampiran 8). 

                    

Gambar III.13 Bagan Alur Pencocokan dan Rekapitulasi Data Mutasi 

Kurang Triwulan 1 Tahun 2018 dari Laporan Piutang PNBP dan 

Laporan Gabungan SIMPONI 

a. Membuka 2 (dua) file Ms. Excel yaitu Laporan Piutang PNBP dan 

Laporan Gabungan SIMPONI. 

b. Lihat kolom Mutasi Kurang TW 1 Tahun 2018 pada file Laporan 

Piutang PNBP, terdapat kolom iuran tetap dan royalti dengan satuan 

mata uang rupiah dan dollar. 

Contoh file Laporan Piutang PNBP dapat dilihat pada Gambar III.14. 
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c. Dalam file Laporan Piutang PNBP terdapat saldo Iuran Tetap sebesar 

USD 25.511,44 milik PT. Anugerah Riau Coal. Saldo tersebut harus 

dicocokkan dengan saldo pada file Laporan Gabungan SIMPONI. 

d. Selanjutnya temukan PT. Anugerah Riau Coal pada file Laporan 

Gabungan SIMPONI dengan cara klik Find & Select, pilih Find dan 

ketik nama PT. Anugerah Riau Coal, lalu pilih Find All. 

Contoh file Laporan Gabungan SIMPONI dapat dilihat pada Gambar 

III.15. 

e. Cocokkan antara saldo Iuran Tetap PT. Anugerah Riau Coal dalam 

Laporan Piutang PNBP dengan saldo Setoran Per Akun dalam 

Laporan Gabungan SIMPONI. Cocokkan juga tanggal bayar dan mata 

uang yang digunakan. 

f. Praktikan harus teliti dalam pengerjaan ini apakah terdapat perbedaan 

saldo antar laporan mengenai iuran tetap atau royalti. Bila terdapat 

perbedaan saldo maka praktikan harus memberi catatan pada 

perusahaan tersebut, merekapitulasinya, dan menyerahkan catatan 

tersebut pada Kepala Sub Bagian Akuntansi agar diperiksa lebih 

lanjut.  



40 

 

C. Kendala yang Dihadapi 

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini praktikan mengalami 

beberapa kendala yaitu : 

1. Pada bagian SIMPONI, data yang dihasilkan tidak lengkap dan kurang 

memadai sehingga mengakibatkan proses peng-inputan keterangan jenis 

pembayaran memakan waktu yang lama. 

2. Terdapat misscomunication antara sub bagian akuntansi dengan BPK 

terhadap kebijakan keuangan yang menyebabkan ada beberapa pekerjaan 

yang telah selesai dikerjakan tetapi harus dikerjakan kembali karena 

terdapat ketidaksesuaian data antara sub bagian akuntansi Direktorat 

Jenderal Mineral dan Batubara dengan pihak BPK. 

 

D. Cara Mengatasi Kendala 

Dalam menghadapi kendala yang ada ketika praktikan melakukan 

Paktik Kerja Lapangan, praktikan dituntut untuk memberikan solusi atas 

segala 

kendala maka hal yang praktikan lakukan adalah : 

1. Pada saat pengerjaan, praktikan harus melakukan pekerjaan tersebut 

dengan cepat dan teliti, serta lebih baik dalam memanajemen waktu. 

2. Sebelum melakukan pekerjaan tersebut praktikan harus mengetahui SOP 

dalam pengerjaan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengerjaan. 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebuah proses pengajaran 

dengan cara memberikan gambaran dunia pekerjaan kepada mahasiswa, 

dimana mahasiswa yang diberikan tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan 

di perusahaan atau instansi tempat mahasiwa melaksanakan PKL, selain itu 

mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mengimplementasikan ilmu – 

ilmu yang diperoleh semasa perkuliahan dalam kegiatan PKL. 

Melihat banyaknya ilmu dan pengalaman yang Praktikan dapatkan, 

maka dapat Praktikan simpulkan beberapa hal dari proses PKL pada 

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yaitu: 

1. Praktikan memperoleh pembelajaran mengenai ilmu Akuntansi 

Pemerintahan khususnya mengenai sistem aplikasi yang digunakan oleh 

lembaga negara dalam melakukan penerimaan pendapatan seperti pada 

saat menggunakan aplikasi SIMPONI. Pengetahuan Praktikan juga 

bertambah mengenai variatifnya aplikasi akuntansi yang digunakan oleh 

lembaga/kementerian negara. 

2. Praktikan mendapatkan pengalaman tentang lingkungan kerja yang 

sesungguhnya yang mengharuskan praktikan dapat bekerja sama dengan 

tim. 
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3. Praktikan dapat belajar bagaimana mengatur waktu, lebih bertanggung 

jawab atas setiap pekerjaan yang diberikan, dan memperoleh pelajaran 

untuk lebih cepat tanggap, proaktif, dan kreatif dalam bekerja. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pelaksanaan PKL yang telah praktikan laksanakan, 

praktikan menyadari terdapat banyak kekurangan dalam melaksanakan PKL, 

oleh karena itu praktikan memberikan beberapa saran yang diharap berguna 

bagi pihak – pihak yang bersangkutan, berikut ini adalah beberapa saran yang 

bisa praktikan berikan dalam pelaksanaan kegiatan PKL, yaitu: 

1. Bagi Praktikan 

a. Praktikan untuk melakukan survei tempat PKL dan proses pengajuan 

PKL dari minimal 3 bulan sebelum pelaksanaan PKL. 

b. Praktikan harus proaktif dalam menggali informasi mengenai 

perusahaan dimana kegiatan PKL dilaksanakan karena informasi 

tersebut akan mempermudah praktikan untuk memahami kegiatan 

yang akan dilakukan nantinya. 

c. Awal pelaksanaan kegiatan PKL, praktikan meminta dan membaca 

Standari Operasional Pekerjaan (SOP) di divisi Praktikan di 

tempatkan. Selain itu, Praktikan juga harus menanyakan kepada 

pembimbing input dan output dari setiap kegiatan yang dilakukan. 

d. Praktikan untuk mempunyai kemampuan Microsoft Excel atau pun 

software akuntansi yang memadai sehingga dapat mendukung 

pelaksanaan kegiatan PKL di perusahaan nantinya. 
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2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Memfasilitasi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PKL dengan 

melakukan rekomendasi kepada mahasiswa mengenai tempat-tempat 

pelaksanaan PKL, dan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan 

untuk menyalurkan mahasiswa FE UNJ agar dapat melaksanakan 

kegiatan PKL. 

b. Mempersiapkan dosen pembimbing PKL sebelum pelaksanaan 

kegiatan PKL, sehingga praktikan mampu mendapatkan saran-saran 

mengenai apa saja yang harus dipersiapkan sebelum kegiatan PKL. 

3. Bagi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 

a. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara diharapkan untuk 

menerima mahasiswa Universitas Negeri Jakarta untuk kegiatan 

PKL. 

b. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk lebih 

mendisiplinkan pegawainya dalam bekerja. 

c. Pembimbing memberikan arahan dengan jelas mengenai tugas yang 

harus dikerjakan. 

d. Dibutuhkan aplikasi untuk mempercepat pengumpulan data 

keterangan SIMPONI yang berjumlah ribuan. 

e. Mencoba untuk saling aktif satu sama lain antar pegawai maupun 

antar instansi terkait dan selalu memberikan kabar untuk progress 

yang sudah selesai. 
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Lampiran 1 
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Lampiran 2 

Rincian Kegiatan PKL 
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Lampiran 3 

Penilaian PKL 
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Lampiran 4 

Surat Keterangan Setelah PKL 
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Lampiran 5 

Transaksi Pendapatan 

 

 

 

Gambar III.1 Alur Proses Pembayaran melalui MPN G2 (SIMPONI) 
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Gambar III.3 Tampilan File Jurnal 
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Gambar III.4 Tampilan Surat Tagih 
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Lampiran 6 

Rekonsiliasi Terhadap Surat Pemberitahuan Kurang Bayar Iuran Tetap 

dengan Surat Tagih 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.6 File Rekap Pencatatan Surat Tagih 2018 
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Gambar III.7 Tampilan Surat Tagih 
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Lampiran 7 

Aplikasi SIMPONI dan Bukti Penerimaan Negara 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.9 File Simponi Mei 
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Gambar III.10 Aplikasi SIMPONI 
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Gambar III.11 Tampilan History Billing SDA Non MIGAS 
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Gambar III.12 Tampilan Bukti Penerimaan Negara 
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Lampiran 8 

Laporan Piutang PNBP dan Laporan Gabungan SIMPONI 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.14 File Laporan Piutang PNBP 
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Gambar III.15 File Laporan Gabungan SIMPONI 
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Lampiran 9 

Kartu Konsultasi Bimbingan PKL 
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